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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hal yang mendasari penetapan anggaran defisit pada penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni Pemerintah Daerah Kota 

Kupang Tahun anggaran 2011-2013 adalah : 

a. Kebutuhan belanja lebih besar dari potensi pendapatan yang 

ada.  

b. Skala prioritas atas pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat 

mendesak.  

c. Keadaan yang terjadi dalam pemerintah daerah Kota Kupang 

juga sebenarnya bukan defisit dalam artian negatif tetapi dalam 

kerangka berimbang. 

2. Dari defisit yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-

2013 tidak melampaui batasan maksimal defisit namun melampaui 

batasan maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan yaitu pada tahun anggaran 2011.  
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6.2 Saran  

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu mengupayakan pendapatan 

daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan 

secara optimal. 

2. Pemerintah Daerah Kota Kupang juga perlu merencanakan anggaran 

belanja yang  sesuai dengan kemampuan daerah dan memperhatikan 

ukuran skala prioritas dimana penyediaan anggaran untuk belanja 

publik harus diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang 

manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat. 

3. Pemerintah Daerah Kota Kupang harus lebih memperhatikan batasan 

maksimal kumulatif defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan agar tidak melampaui batasan defisit yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan.  

4. DPRD khususnya badan anggaran perlu tegas dalam menjalankan 

fungsi kontrol terhadap pemerintah sehingga tahapan penyusunan, 

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan skedul 

yang telah ditetapkan.  
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